
 
 

GUBERNUR JAMBI 
 

  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
NOMOR    9  TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 1999 

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAMBI, 

 

Menimbang   : a. bahwa berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pengujian 
Kendaraan Bermotor Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 
 

  b. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam Provinsi Jambi telah 
melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan b 
diatas dipandang perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2000 
Seri B Nomor 1). 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, 
dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646) ;    
  

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 
 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844) ; 
 


